BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas dua bagian, pada bagian yang pertama akan diuraikan
kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan
mengenai saran atau implikasi kebijakan.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di tarik dari hasil analisis mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten
Sleman Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tidak mempunyai pengaruh terhadap produk domestik regional
bruto (PDRB) di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh signifikan terhadap produk
domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Sleman. Apabila nilai Dana
Perimbangan naik maka produk domestik regional bruto di Kabupaten Sleman
akan mengalami peningkatan.

Selanjutnya, untuk variabel besarnya Tenaga Kerja (TK) berpengaruh
signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten
Sleman. Apabila nilai Tenaga Kerja naik maka produk domestik regional bruto di

Kabupaten Sleman akan mengalami peningkatan.

65



Secara bersama-sama nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan

Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di

Kabupaten Sleman.

5.2.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran-saran yang dapat diberikan

melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Kebijakan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam
meningkatkan sumber daya manusia juga sangat penting. Hal ini dikarenakan
meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) akan menunjang
pembangunan berbagai sektor yang menghasilkan peningkatan Produk
Domestik Regional Bruto. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus
menyediakan sarana pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah sebaiknya juga memperhatikan faktor mikroekonomi melalui
kebijakan-kebijakan yang diambil yang selanjutnya untuk meningkatkan
usaha usaha kecil menengah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.

Pemerintah daerah harus mempersiapkan diri dalam pembangunan yang
independen, dan melakukan kebijakan yang dapat meningkatkan Produk
Domestik Regional Bruto agar tidak terlalu bergantung pada dana

perimbangan yang dikucurkan pemerintah pusat.
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5.3 Keterbatasan Penulisan

Berdasarkan uji yang telah dilakukan ternyata masih terdapat keterbatasan

dalam penulisan, yaitu:

1. Terdapat penyakit autokorelasi dalam model dan perlu diperbaiki, walaupun

data tersebut sudah dirubah dalam bentuk Log.

2. Terdapat penyakit heteroskedastisias dalam model dan perlu diperbaiki,

walaupun data tersebut sudah dirubah dalam bentuk Log.
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